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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
x 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو  ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 






Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي  ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر  نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة ن ْي  د  ً نا ة ه  ضا ف ْنا : al- madinah al- fadilah 





5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا ن ْي َّج ن : najjainaa 
  َك  ح ْنا : al- haqq 
  َى   ع ن : nu”ima 
  َو د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي  ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
xiii 
 
 ن اَ ة ن  سن َّس  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه ف ْن ا : al-falsafah 
 َ د  لَ ب ْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :  
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
xiv 
 
9. Lafz al- Jalaalah (هٰاللّ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
َ ٰللّا ن ْي  د diinullah َ ٰاللّا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
xv 
 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
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Penelitian ini mengurai tentang peranan hakim pengadilan negeri 
pangkajene terhadap penetapan perwalian dalam perspektif hukum Islam (No. 
27/Pdt.P/2016/PKJ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan 
hakim dalam penetapan perwalian dan untuk mengetahui analisis terhadap 
pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian dalam perspektif hukum Islam 
berdasarkan  putusan Nomor : 27/Pdt.P/2016/PKJ. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field 
research) dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan sosiologis yuridis dan 
pendekatan syar’i. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dan 
data sekunder berupa studi kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan, yang diolah 
dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang 
diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Penelitian ini berlokasi di 
Pengadilan Negeri Pangkajene Kabupaten Pangkep. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Pertimbangan hakim 
dalam memenuhi penetapan perwalian Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ telah 
memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Terpenuhinya nilai 
kemanfaatan karena dengan keluarnya putusan tersebut akan mempermudah 
dalam mendaftarkan pekerjaan. Selain itu putusan tersebut memenuhi nilai 
keadilan karena dalam putusan yang ditetapkan hakim mengabulkan permintaan 
pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan bukti-bukti tersebut dapat 
dibuktikan. Sedangkan terpenuhinya nilai kepastian hukum dapat diketahui dari 
dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pertimbangan hakim 
dalam menetapkan perwalian berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ 
perspektif hukum Islam tidak memenuhi syarat perwalian dalam hukum Islam 
yaitu termohon telah memasuki usia dewasa atau telah balig, dimana termohon 
telah berusia 21 tahun. Dimana dalam Islam ketika seseorang telah dewasa yaitu 
balig atau berumur 15 tahun telah cakap bertindak hukum secara mandiri atau 
dengan kata lain tidak perlu didampingi oleh seorang wali. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hakim dalam menetapkan putusan 
harus memperhatikan nilai-nilai hukum yaitu nilai kemamfaatan, nilai keadilan 
dan nilai kepastian hukum agar setiap putusan memberi rasa aman dan sejaterah 
bagi setiap orang yang berperkara. 2) Ada baiknya pihak terkait dapat mengoreksi 
usia dewasa yang diatur dalam perundang-undangan agar terjadi keseragaman 
dalam penentuan usia dewasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
dan Islam dapat menjadi salah satu referensi yang dijadikan sumber pertimbangan 









A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah 
menyatakan diri sebagai negara  berdasarkan atas hukum. Pernyataan ini dengan jelas 
terlihat dalam penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia 
(UUD NRI) Tahun 1945, yaitu menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan 
atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasan belaka. Konsekuensi pengakuan ini 
mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan sebab lembaga ini harus ada dan 
merupakan syarat dari negara hukum atau negara berdasarkan hukum. 
Kehadiran lembaga pengadilan di alam kemerdekaan ini tidak sekedar 
menunjukkan bahwa telah meninggalkan model-model peradilan Hindia Belanda 
yang cenderung memihak dan kurang objektif, melainkan juga sebagai suatu bukti 
bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas 
hukum, yakni dengan terbentuknya badan-badan peradilan yang bebas dari campur 
tangan kekuasaan lain dan yang lebih penting dengan hadirnya lembaga pengadilan 
tersebut dimaksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan hukum atau 
undang-undang negara dengan kata lain untuk menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
1
 
Peranan pengadilan tidak dapat disanksikan lagi sebab dengan lembaga 
pengadilan inilah segala yang menyangkut tanggung jawab yang terabaikan dapat 
                                                           
1Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia (Jakarta: Rajagrapindo Persada, 




diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu mereka yang merasa 
dirampas hak-haknya dan memaksa pihak-pihak yang merampas hak agar 
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan merugikan pihak lainnya. 
Aktivitas lembaga pengadilan demikian itu pada dasarnya adalah berupa 
melendingkan rumusan-rumusan hukum yang sifatnya masih abstrak, karena dengan 
melalui bekerjanya lembaga pengadilan, hukum itu baru dapat diwujudkan, 
sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa kehadiran lembaga hukum ini 




Adapun salah satu peran  pengadilan yaitu berperan dalam menetapkan 
perwalian, diketahui bahwa anak yang mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada 
dibawa kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan 
maupun harta bendanya (Pasal 50 UUP). 
Perwalian adalah keadaan di mana karena orang tuanya berhalangan, maka 
seseorang ditunjuk untuk mengurus anak di bawah umur untuk menggantikan 
pengurusan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut baik terhadap pribadi maupun 
terhadap harta benda dari anak tersebut.
3
 
Tugas wali yaitu memelihara dan mendidik anak menurut kemampuannya 
serta mewakili semua tindakan perdata. Apabila kelakuan anak buruk, wali dapat 
meminta kepada hakim agar anak itu dimasukkan kedalam lembaga Negara. 
Walaupun tindakan anak diwakili oleh wali, tetapi ada pengecualian artinya masih 
                                                           
2Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, h. 4. 




dapat dilakukan oleh anak itu sendiri, yaitu mengakui anak di luar nikah, membuat 
surat wasiat, atau bertindak sebagai pemegang kuasa.  
Salah satu permohonan perwalian diajukan di pengadilan Negeri Pangkajene 
berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ. Pada putusan tersebut ingin 
diketahui apakah putusan tersebut telah atau belum memenuhi nilai-nilai hukum dan 
nilai-nilai dalam hukum Islam. Sehingga penelitian ini mengurai tentang Peranan 
Hakim di Pengadilan Negeri Pangkajene Terhadap Penetapan Perwalian (Putusan 
Nomor 27/Pdt.p/2016/PKJ) dalam Pendekatan Hukum Islam. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada Penetapan Perwalian di Pengadilan Negeri 
Pangkajene dalam Pendekatan Hukum Islam (Putusan Nomor No. 
27/Pdt.P/2016/PKJ). 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas diperlukan beberapa 
penjelasan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Peranan Pengadilan Negeri 
Pangkajene dalam Penetapan Perwalian dalam Perspektif Hukum Islam (No. 
27/Pdt.P/2016/PKJ). 
a. Peran pengadilan Negeri 
Untuk menjalankan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan 
kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dalam undang-undang, dengan tugas 
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b. Penetapan perwalian 
Perwalian adalah keadaan di mana karena orang tuanya berhalangan, maka 
seseorang ditunjuk untuk mengurus anak di bawah umur untuk menggantikan 
pengurusan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut baik terhadap pribadi maupun 
terhadap harta benda dari anak tersebut.
5
 
c.  Hukum Islam 
Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh 
Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan 
dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan 
amaliyah (perbuatan). 
 
Tabel 1.1. Fokus dan Deskripsi Penelitian 
 
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Peranan Pengadilan Negeri Tugas Pengadilan Negeri yaitu menerima, 
memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang 
diajukan kepadanya. 
2. Penetapan Perwalian Keadaan di mana karena orang tuanya 
berhalangan, maka seseorang ditunjuk 
                                                           
4Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (UU Tentang Pokok-Pokok Kekuasann 
Kehakiman). 
5Munir Fuandy,  Konsep Hukum Perdata, h. 22. 
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untuk mengurus anak di bawah umur 
untuk menggantikan pengurusan yang 
dilakukan oleh orang tuanya tersebut baik 
terhadap pribadi maupun terhadap harta 
benda dari anak tersebut. 
3. Hukum Islam Syariat yang berarti hukum-hukum yang 
diadakan oleh Allah untuk umatnya yang 
dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum 
yang berhubungan dengan kepercayaan 
(aqidah) maupun hukum-hukum yang 
berhubungan dengan amaliyah 
(perbuatan). 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka pokok masalah pada 
penelitian ini yaitu, “Bagaimana Peranan Pengadilan Negeri Pangkajene Terhadap 
Penetapan Perwalian (Putusan Nomor 27/Pdt.p/2016/PKJ) dalam Pendekatan Hukum 
Islam?” selanjutnya dianalisis ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut, yaitu: 
1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam penetapanp perwalian 
(Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ)? 
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam menetapkan perwalian 






D. Kajian Pustaka 
Berikut diuraikan beberapa buku yang serupa dengan penelitian guna menjaga 
orisinalitas penelitian ini, yaitu: 
Rusli Muhammad dalam buku Potrel Lembaga Pengadilan Indonesia (2006), 
buku ini berusaha menjelaskan secara utuh terhadap unsur-unsur lembaga pengadilan 
sehingga penjelasan yang sifatnya parsial yang hanya memfokuskan pada bagian-
bagian tertentu dari lembaga pengadilan. Namun buku ini tidak menjelaskan 
mengenai tata cara lembaga pengadilan dalam menyelesaikan kasus hukum perdata 
atau kasus dalam penetapan perwalian, sedangkan dalam penelitian ini ditekankan 
pada pembahasan tentang perwalian. 
Munir Fuady dalam buku Konsep Hukum Perdata (2014), buku ini membahas 
tentang hukum perdata keseluruhan, khususnya hukum perdata yang berlaku di 
Indonesia, yang merupakan pendekatan kontemporer terhadap sistem hukum perdata 
yang berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Di 
dalamnya terdapat konsep  hukum wali yang dianggap sebagai buku yang dapat 
menjadi acuan dalam penelitian yang terkait masalah perwalian tetapi buku ini tidak 
membahas secara keseluruhan mengenai perwalian. 
Soedharyo Soimin dalam buku Hukum Orang dan Keluarga (2010), buku ini 
merangkum berbagai masalah hukum tentang orang yang dipandang dari aspek-aspek 
hukum yang berlaku, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, maupun Hukum Perdata 
Barat serta perkembangannya dalam yurisprudensi, serta dalam buku ini bahasanya 
mudah dipahami. Namun buku ini tidak menyeluruh membahas tentang perwalian. 
Abdul Manan dan M. Fauzan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata 
Wewenang Peradilan Agama (2002), buku ini membahas tentang uraian Pokok-
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Pokok Hukum Perdata yang dapat membantu para hakim, pengacara, peneliti, dosen, 
dan mahasiswa untuk mempercepat penemuan pasal-pasal tertentu yang berkaitan 
dengan kasus atau perkara dalam bidang-bidang hukum perdata wewenang peradilan 
agama. Namun buku ini tidak spesifik membahas mengenai peran pengadilan dalam 
penetapan perwalian. 
Sahratul Idami dalam buku Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang 
Berada di bawah Perwaliannya  (2012), jurnal ini menganalisis tentang faktor-faktor 
yang menyebabkan wali lalai dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawab 
terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya dan upaya hukum yang dapat 
dilakukan terhadap wali yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Namun 
dalam jurnal ini tidak membahas peran pengadilan dalam penetapan perwalian. 
Secara umum perbedaan penelitian ini dengan penelitian terhadulu yaitu 
penelitian ini menitikberatkan analisis terhadap Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ 
berdasarkan nilai-nilai hukum dan hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu tidak 
terdapat yang serupa dengan pembahasan penelitian ini. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penetapan perwalian (Putusan 
Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ). 
b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan perwalian 
berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ dalam pendekatan hukum 
Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoretis 
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1) Sumbangsih pengetahuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum 
pada umumnya dan khususnya tentang penetapan perwalian di Indonesia. 
2) Menjadi bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis pada penelitian 
selanjutnya di masa mendatang. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Menjadi bahan pertimbangan terhadap putusan yang ditetapkan olehhakim 
agar memenuhi nilai-nilai hukum.. 
2) Menjadi bahan pertimbangan oleh lembaga legislatif tentang standar usia 












A. Peranan Pengadilan Negeri 
Usia lembaga pengadilan di Indonesia terhitung cukup tua. Meskipun 
demikian, perhatian masyarakat tidak pernah surut menempatkan lembaga ini sebagai 
objek yang hangat untuk diperbincangkan dan ditulis. Daya tarik lembaga pengadilan 
tidak saja pada posisinya yang terhormat pada salah satu lembaga hukum, melainkan 
pada peran-peran yang dimiliki, aktivitas yang dilakukannya, tingkah laku 
fungsionalnya, serta hasil kerjanya yang sering mengundang perdebatan dan kritikan. 
Peran pengadilan negeri yaitu untuk menjalankan kekuasaan kehakiman 
tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan 
dalam undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan 
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
6
 
Dengan demikian lembaga pengadilan merupakan sebuah sistem yang terbagi 
dalam beberapa bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. 
Di dalam lembaga pengadilan terdapat organisasi, tata kerja aktivitas, dan proses-
proses yang dijalankan, fungsionaris, serta keputusan sebagai hasil dari bekerjanya 
keseluruhan bagian-bagian lembaga pengadilan. 
Dalam Islam Peradilan juga dikenal dengan istilah Qadha’, yang artinya  
bermacam-macam, di antaranya dengan mengacu pada firman Allah swt. dalam al-
Qur’an surah  al-Nisa/4: 58. 
                                                           




 ِإ ٌْ َأ ِساَُّنا ٍَ َْيت ُْىر ًْ َكَح َاذِإَو اَهِهَْهأ َىِنإ ِخَا اَيلأا اوُّدَُؤذ ٌْ َأ ْىُكُسُْيَأي َ َّاللَّ ٌَّ




Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 




Firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa makna pengadilan adalah 
melakukan proses penetapan hukuman bagi setiap orang yang telah dinyatakan 
sebagai terdakwa dengan cara adil tanpa tebang pilih meskipun terhadap keluarga 
sendiri. Oleh karena itu, kata “peradilan” asalnya dari kata “adil” kemudian 
berawalan “per” dan akhiran “an” yang diartikan sebagai tempat memperoleh rasa 
adil.
8
 Menurut istilah hukum Islam, peradilan berarti memutuskan perkara orang-
orang yang bertikai dengan hukum Allah. Allah menyatakan dalam al-Qur’an surah 
al-Nisa/4: 58 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. 
Tidak hanya dalam Al-Qur’an saja tempat diwajibkannya untuk menegakkan 





                                                           
7Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya (Cet. I; Jakarta: PT Tiga Serangkai 
Pusaka Mandiri, 2014), h.87. 
8Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), h. 229-230. 
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 ٍُ ْت ُديَِزي يَُِشَّدَح ٍحْيَسُش ٍُ ْت ُجَىْيَح َاَُشَّدَح ُّي ِّك ًَ ْنا ُاِسْق ًُ ْنا َديَِزي ٍُ ْت ِ َّاللَّ ُدْثَع َاَُشَّدَح
 ٍِ ْت ِد ًَّ َحُي ٍْ َع ِداَهْنا ٍِ ْت ِ َّاللَّ ِدْثَع ٍْ َع ٍديِعَص ٍِ ْت ِسُْضت ٍْ َع ِزِزاَحْنا ٍِ ْت َىيِهاَسْتِإ
 ُهَََّأ ِصَاعْنا ٍِ ْت وِس ًْ َع ٍْ َع ِصَاعْنا ٍِ ْت وِس ًْ َع َىنْىَي ٍشَْيق يَِتأ  ِ َّاللَّ َلىُصَز َع ًِ َص
 ََهف َباََصأ َُّىش َدََهرْجَاف ُىِكاَحْنا َىَكَح َاذِإ ُلُىَقي َىَّهَصَو ِهَْيهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص َاذِإَو ٌِ اَسَْجأ ُه
  سَْجأ َُهَهف َأَطَْخأ َُّىش َدََهرْجَاف َىَكَح  ٍِ ْت وِس ًْ َع ٍَ ْت ِسَْكت َاَتأ ِسيِدَحْنا َارَهِت ُْدشَّدََحف َلَاق
 ُدْثَع َلَاقَو َجَسْيَسُه يَِتأ ٍْ َع ٍِ ًَ ْح َّسنا ِدْثَع ٍُ ْت َح ًَ َهَص ُىَتأ يَُِشَّدَح َارَكَه َلَاَقف ٍوْزَح
 ِزيَِزعْنا  ىَّهَص ِّيِثَُّنا ٍْ َع َح ًَ َهَص ِيَتأ ٍْ َع ٍسَْكت يَِتأ ٍِ ْت ِ َّاللَّ ِدْثَع ٍْ َع ِةِهَّط ًُ ْنا ٍُ ْت
 َُهْهصِي َىَّهَصَو ِهَْيهَع ُ َّاللَّ  
Artinya: 
 
(BUKHARI - 6805) : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid 
almuqri' almakki telah menceritakan kepada kami Haiwa bin Syuraikh telah 
menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin 
Ibrahim bin Alharits dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais mantan budak Amru bin 
'Ash, dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya 
benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas 
ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala." Kata 'Amru, 'Maka aku 
ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dan ia berkata, 
'Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu 
Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin Al Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari 




Sehingga dapat dipahami bahwa tidak boleh seseorang menduduki jabatan 
hakim jika ia tidak mempunyai keahlian berijtihad, seperti  orang yang tidak 
mengetahui cara-cara penetapan hukum. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi’i 
dan Hambali. Adapun Hanafi berkata: boleh selain mujtahid memegang jabatan 
hakim. Sedangkan para ulama pengikut Hanafi berbeda pendapat dalam masalah ini. 
Sebagian mereka mensyaratkan ijtihad untuk menjadi hakim. Sebagian lain 
                                                           
9Muhammad bin Ismaīl al-Bukhārī,   ah h al-Bukhār , nomor: 6805. Dalam Kitab 9 Imam 




membolehkan orang awam menjadi hakim. Mereka mengatakan, “orang awam 
menetapkan hukum dengan cara taklid, tegasnya bertaklid kepada seorang 
mujtahid.”10 
1. Pengertian Peradilan dan Pengadilan 
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia )1990: 7(, Peradilan adalah “segala 
sesuatu mengenai perkara pengadilan”. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang 
banyak, yaitu “dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses 
mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat 
mengadili perkara”.11  
Di dalam ilmu hukum, peradilan dijelaskan oleh para sarjana hukum 
Indonesia sebagai terjemahan dari rechtspraak dalam bahasa belanda. Menurut 
Mahadi (1985: 99), peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi 
keadilan dalam suatu keputusan. Proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. 
Sedangkan pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus 
perkara. Dalam menjalankan tugasnya pengadilan menjalankan peradilan. “Jadi 
peradilan tidak bias lepas dari hukum acara. Pembentukan instansi pengadilan terletak 
dalam bidang hukum tata Negara/tata usaha Negara”.12  
Peradilan pengadilan dikemukakan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, terutama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Di dalam pasal 1 Undang-undang itu 
                                                           
10Syaikh Muhammad al-Allamah, Fiqih Empat Mazhab (Cet. II; Bandung: Hasyimi, 1424), 
h.508.  
11Bisri Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2000), h. 2. 
12Bisri Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, h. 3.  
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dinyatakan, “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Selanjutnya 
dalam pasal 2 ayat )1( dinyatakan, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 
diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, 
memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya”. 
Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peradilan 
adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan 
menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang 
dimaksud dengan kekuasaan Negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki 
kekuasaan dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan bebas dari 
paksaan, direktifa atau rekomendasi yang dating dari pihak ekstra yudisial, kecuali 
dalam hal yang diizinkan oleh Undang-undang.
13
  
Berkenaan dengan hal itu, maka peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian 
dari pranata hukum (legal institution) untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum 
dan keadilan. Sedangkan pengadilan merupakan organisasi yang menyelenggarakan 
penegakan hukum dan keadilan tersebut, sebagai pelaksanaan sebagian dari 
kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu peradilan 
diidentifikasi sebagai pranata hukum, maka di dalamnya terdapat jaringan hubungan 
antara manusia yang meliputi: (1) kekuasaan Negara yang merdeka; (2) 
menyelenggarakan kekuasaan Negara, yaitu pengadilan; (3) prosedur menerima, 
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara; (4) perkara-perkara 
                                                           
13Bisri Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, h. 6. 
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yang menjadi kewenangan pengadilan; (5) orang-orang yang berperkara, yaitu pihak-
pihak; (6) hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara; (7) penegakan hukum 
dan keadilan sebagai tujuan. 
Untuk mewujudkan dan mengorganisasikan jaringan hubungan tersebut 
dilaksanakan oleh pengadilan. Oleh karena pengadilan itu organisasi, maka di 
dalamnya meliputi susunan atau struktur organisasi, jenjang atau hierarki instansial, 
tempat kedudukan dan daera hukum, pemimpin, kepanitraan/sekretariat, pejabat 
pungsional dan pejabat structural, dan tenaga administrasi.
14
 
Lembaga peradila dalam suatu Negara, kehadirannya bukan sekedar hanya 
pemenuhan syarat sebuah Negara hukum atau “rechtstaat”, melainkan membawa 
tugas muliah untuk melaksanakan aturan-aturan hukum dalam kehidupan nyata. 
Berbagai persoalan muncul di sekitar lembaga peradilan dan berbagai pula kritikan 
muncul terhadap apa yang telah diperbuat oleh lembaga peradilan.  Bahwa yang 
menjadi titik lemah dan merupakan sumber kritikan terhadap lembaga peradilan 
adalah berkisar pada “anatomi” dari lembaga peradilan itu sendiri, khususnya struktur 
organisasi, administrasi, keuangan, dan komponen-komponen penegak hukum 
lainnya. 
Setelah memposisikan anatomi lembaga peradilan, maka kemandirian 
lembaga peradilan satu atap di bawah kekuasaan Mahkama Agung merupakan suatu 
pilihan dari berbagai persoalan yang diharapkan dapat menentukan terlaksananya 
penegak hukum dan keadilan di Republik ini, meskipun menurut Satjipto Rahardjo 
                                                           
14Bisri Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, h. 7.  
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keberadaan perangkat hukum tersebut berjalan tertatih-tatih di belakang kenyataan 
yang kompleks dewasa ini ( het recht hinkt achter de feiten aan).
15
  
Keberadaan lembaga peradilan dalam sebuah misi penegakan hukum dan 
keadilan di Negara ini dilandasi karena bentuk Negara Indonesia adalah Negara atas 
dasar hukum yang dideklarasikan bersamaan dengan diproklamasikan Negara ini 
pada tanggal 17 Agustus 1945.kehadiran lembaga peradilan di Negara ini tidak dapat 
juga dipisahkan dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Berbasis pada cita-cita luhur tersebut, konsekuensinya adalah menuntut 
kepada lembaga peradilan agar di dalam setiap melaksanakan fungsi-fungsi yang 
diembannya selaras dengan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia. Dengan 
demikian, di samping lembaga peradilan sebagai wahana penyelesaian konflik atau 
sebagai tempat para pihak berperkara, juga harus mampu melindungi, 
menyejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara. Untuk itu agar 
sampai kearah yang mulia tersebut, lembaga peradilan harus mampu menunjukkan 
indenpendensinya, bebas dari berbagai macam intervensi baik dari pihak eksekutif 
maupun pihak-pihak lain ekstra yudisial. 
Independensi lembaga peradilan adalah merupakan salah satu sub sistem yang 
didukung oleh beberapa sub sistem lain yang saling terkait, dan secara bersamaan 
atau bergantian terkadang muncul sebagai pengaruh yang kuat dalam penegakan 
                                                           
15Mujahidin Ahmad, Peradilan Satu Atap Di Indonesia (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 
2007), h. 9. 
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hukum, untuk itu agar beberapa sub sistem dari sistem penegakan hukum itu berjalan 
efektif, menurut Lawrence Meir Friedman harus berjalan seimbang antara tiga unsur 




Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan 
dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang 
berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapun yang 




Dalam literature-literatur fikih Islam, “peradilan” disebut “qadha” artinya 
“menyelesaikan” atau “menunaikan” seperti firman Allah dalam QS. Al-Jumu’ah/62: 
10. 
 َ َّاللَّ اوُسُكْذاَو ِ َّاللَّ ِمَْضف ٍْ ِي اُىَغرْتاَو ِضْزلأا يِف اوُسَِشرَْ َاف ُجلاَّصنا َِديُِضق َاِذَئف
 ٌَ ىُحِهُْفذ ْىُكََّهَعن اًسيِصَك(ٔٓ ) 
Terjemahannya 
 
Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 




Disamping  arti “menyelesaikan” dan menunaikan seperti ayat di atas. Arti 
qadha yang dimaksud adapun yang berarti “memutuskan hukum” atau  “menetapkan 
suatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir 
                                                           
16Mujahidin Ahmad, Peradilan Satu Atap Di Indonesia, h. 10.  
17Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 
h.1. 
18Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya, h. 554. 
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inilah yang dianggap lebih signifikan. Di mana makna hukum di sini pada asalnya 
berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya qadhi dinamakan hakim karena 
seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. 
Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan “hakim telah menghukumkan begini” 




Kata “peradilan” menurut istilah ahli fikih adalah berarti: 
a. Lembaga hukum ( tempat di mana seseorang mengajukan mohon keadilan). 
b. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai 
wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya. 
Dari pengertian peradilan di atas, maka perlu pula diketahui unsur-unsur 
penting yang terdapat dalam peradilan, dan oleh sebagian ahli menyebutkan rukun 
peradilan. Secara leksikal rukun itu adalah bagian yang kuat, dan mempunyai fungsi 
menahan pada sesuatu. Sedangkan secara istilah, rukun itu bagian tertentu yang mesti 
dari sesuatu karena tergambarnya dan wujudnya sesuatu itu, mesti dengan adanya 
bagian itu. Para ahli fikih menetapkan rukun peradilan atas 5 (lima) macam, yaitu: 
a. Hakim, yaitu pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan 
dakwaan-dakwaan dan persengketaan di dalam masyarakat. 
b. Hukum, yaitu suatu keputusan yang ditetapkan oleh hakim untuk menyelesaikan 
perselisihan dan memutuskan perkara, dan bentuk keputusan hakim itu ada dua, 
yakni (a) menetapkan macam hukuman kepada salah satu pihak, baik tergugat 
maupun penggugat, dan (b) menetapkan dalam bentuk penolakan. 
c. Isi atau materi dari suatu keputusan hakim; 
                                                           
19Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, h. 2. 
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d. Pihak-pihak nyang dijatuhkan putusan atasnya, baik tergugat maupun penggugat; 
e. Orang yang menuntut hak atasnya.20 
2. Peran Pengadilan Negeri 
Kehadiran lembaga pengadilan di alam merdeka ini tidak sekedar 
menunjukkan bahwa telah meninggalkan model-model peradilan Hindia Belanda 
yang cenderung memihak dan kurang objektif, melainkan juga sebagai suatu bukti 
bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai Negara yang berdasarkan 
atas hukum, yakni dengan terbentuknya badan-badan peradilan yang bebas dari 
campur tangan  kekuasaan lain. Yang  lebih penting dari hadirnya lembaga 
pengadilan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan 
hukum atau Undang-Undang Negara atau dengan kata lain untuk menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
21
 
Peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi sebab dengan lembaga 
pengadilan inilah yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat 
diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang 
dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak agar bertanggung jawab atas 
perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya. Aktivitas lembaga 
pengadilan demikian itu pada dasarnya adalah berupaya melendingkan rumusan-
rumusan hukum yang sifatnya masih abstrak, karena dengan melalui bekerjanya 
lembaga pengadilan, hukum itu baru dapat diwujudkan, sebagaiman dikatakan oleh 
Sapjipto Raharjdo, bahwa kehadiran lembaga hukum ini merupakan operasionalisasi 
                                                           
20Lomba Sultan, Sketsa Peradilan Di Indonesia Dalam Bingkai Reformasi (Cet. I; Makassar: 
Aalauddin University Press, 2012), h.2. 
21Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 
2006), h. 3. 
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dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui 
lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak 
tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan.
22
  
3. Tujuan Pengadilan Negeri 
Lembaga pengadilan seperti juga pada organisasi lainnya juga mempunyai 
tujuan-tujuan baik yang sudah ditetapkan dalam  hukum positif maupun tujuan-
tujuan yang dipilih atas dasar deskresi. Tujuan utama lembaga pengadilan adalah 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pemilihan terhadap suatu 
tujuan sering kali mengalami perubahan dan tidak selalu sama dari masa ke masa. 
Perubahan ini dapat muncul karena adanya kebijaksanaan formal baik dari Negara 
maupun dari lembaga pengadilan sendiri. Contoh mengenai perubahan ini terdapat 
dalam UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 14 Tahun 1970, kedua-duanya mengenai 
kekuasaan kehakiman. Pada UU pertama tujuan yang dipilih adalah Masyarakat 
Sosialis Indonesia, sedangkan UU yang kedua, tujuan yang dipilih adalah 
Terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
23
 
Tujuan lembaga pengadilan ini kembali berubah setelah berlakunya UU No. 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Tampaknya tujuan undang-undang yang 
dipilih berbeda dengan tujuan yang dipilih dalam UU sebelumnya. Tujuannya adalah 
dengan terwujudnya keadilan, kebenaran, kepastian dan ketertiban.  
Di dalam hubungan-hubungan sosialnya, peranan pengadilan dapat 
dihubungkan dengan tugas-tugas dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Bergesernya 
tugas dan tujuan-tujuan tersebut baik karena adanya perubahan undang-undang 
                                                           
22Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, h. 4.   
23Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, h. 7.  
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maupun karena diskresi pengadilan akan berpengaruh kepada peranan yang dilakukan 
oleh lembaga pengadilan. Dalam hal terjadi perubahan tujuan niscaya akan terjadi 
pula perubahan peran pengadilan.
24
 
Perubahan tujuan pengadilan yang berakibat perubahan pula peranan dapat 
dicontohkan misalnya, pengadilan menentukan tujuan utama yakni, terciptanya 
kerukunan dan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, peranan pengadilan 
di sini adalah merukunkan dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu 
dengan jalan mediasi maupun secara kompromi. Akan tetapi karena tujuan utama ini 
tidak berhasil, maka terjadi pergeseran kepada tujuan lainnya, misalnya adalah 
penegakan hukum. Dengan berubahnya tujuan utama tersebut menunjukkan pula 
terjadinya perubahan peranan, yaitu bukan lagi mendamaikan atau merukunkan, 
tetapi peranan pengadilan di sini adalah menetapkan secara tegas apa yang 
dihadapinya dan menentukan pula piha-pihak yang dinyatakan melanggar peraturan 
hukum itu. Penyelesaian suatu perkara di mana aspek damai dan kerukunan menjadi 
tujuan utamanya, tampak terlihat pada perkara perdata. Terhadap setiap perkara 
perdata yang diajukan ke pengadilan, sesuai  dengan tujuan utamanya itu, pengadilan 
tidak langsung memeriksa dan menetapkan aturan hukumnya, melainkan berupaya 




Peranan yang tidak kalah pentingnya dari lembaga pengadilan ini adalah 
menjadikan dirinya sebagai wadah integrasi dari berbagai kepentingan, baik 
kepentingan Negara, kepentingan hukum, maupun kepentingan masyarakat. Lembaga 
                                                           
24 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, h. 8. 
25Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, h. 9.   
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pengadilan sebagai sarana integrasi harus mampu menyeimbangkan ketiga 
kepentingan itu sehingga tidak ada kepentingan yang didominankan sementara 
mengabaikan kepentingan lainnya. 
Selain dengan tujuan ada dasar hukum peradilan di dalam penegakan 
kebenaran dan keadilan, hakim peradilan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin 
Abdul Aziz, selain bersumber pada Al-Quran dan sunah Rasul, antara lain sebagai 
berikut: 
a. Al-Qur’an  
Al-Qur’an adalah sumber rujukan paling pertama dan utama dalam ajaran 
Islam. Ia diturunkan oleh Allah swt., kepada nabi Muhammad saw., untuk 
disampaikan kepada umat manusia. Hakikat diturunkannya Alquran adalah menjadi 
acuan moral secara universal untuk memecahkan problema sosial yang timbul di 
tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya, al-Qur’an secara kategoris dan tematik 
hadir dalam menjawab masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat sesuai 
konteks dan dinamikanya. Itulah sebabnya Tuhan menurunkan al-Qur’an secara 
berangsang-angsur untuk disesuaikan dengan kapasitas intelektual dan konteks 




Sunah (sunnah) adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an, dan 
merupakan penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang kurang jelas, dan terinci. 
Menurut para ahli hadis, sunah identic dengan hadis, dan mereka mendefinisikan 
dengan segala perkataan, perbuatan, takrir, sifat, keadaan, tabiat, dan sirah Nabi 
Muhammad saw., baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun masalah 
                                                           
26Sultan Lomba, Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Islam, h. 20. 
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lainnya. Sementara menurut ahli usul fikih, sunah adalah segala yang bangsakan 
kepada Nabi Muhammad saw., berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang 
berkaitan dengan hukum saja. Namun ulama usul fikih mempersoalkan boleh 
tidaknya Rasulullah saw., menetapkan hukum baru yang sifatnya tidak menguatkan, 
dan tidak pula menjelaskan hukum yang ada dalam al-Qur’an. Dalam hal ini terdapat 
perbedaan pendapat di antara ulama; jamhur ulama mengatakan bahwa Rasulullah 
saw., boleh saja membuat hukum tambahan yang tidak terdapat dalam al-Qur’an, 
dengan alasan umat Islam diperintahkan taat kepadanya, dan ketaatan itu sebanding 
dengan ketaatan kepada Allah swt. Sebagian ahli usul fikih mengatakan, bahwa 




B. Penetapan Perwalian   
1. Pengertian Perwalian 
 Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivative dari kata dasar, waliya, 
wilayah atau walayah. Kata wilayah atau walayah mempunya makna etimologis lebih 
dari satu, di antaranya dengan makna, pertolongan, cinta, (mahabbab), kekuasaan 
atau kemampuan (al-sulthah) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap 
sesuatu. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa 
perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar 
tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas 
ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang 
berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.
28
 
                                                           
27Sultan Lomba, Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Islam, h. 29. 
28Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Cet. I; 
Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 151.  
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Dalam literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer, kata al-wilayah 
digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi 
seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali 
bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap dalam bertindak hukum. Istilah al-
wilayah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seseorang wanita di mana hak itu 
dipegang oleh wali nikah. 
Sedangkan menurut istilah ulama fikih, al-walaya  adalah kekuasaan syara’ 
yang dimiliki seseorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung pada izinnya. 
Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa al-walayah adalah kekusaan untuk 
melakukan tasharuf  tanpa tergantung pada izin orang lain. Pengertian di atas 
membatasi pengertian al-walayah dengan kekuasaan secara paksa, yang merupakan 
suatu ketetapan seorang wali terhadap orang lain yang berada di bawah kekuasaannya 
untuk melaksanakan perintahnya, baik diterima atau ditolak. 
Ulama fikih lain mendefinisikan wilayah dengan: “wewenang seseorang untuk 
bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum, baik untuk 
kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan hartanya, yang diizinkan oleh 
syara’. Orang yang masih dalam status ahliyyah al-wujud (hanya cakap untuk 
menerima hak), belum dan tidak cakap bertindak hukum sendiri perlu dibantu oleh 
seseorang yang belum dewasa dan cerdas dalam mengayomi  pribadi dan hartanya. 
Orang yang membatu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak 
cakap bertindak hukum dalam fikih Islam disebut wali. Apabila anak kecil atau orang 
gila bertindak hukum sendiri, maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak 
menimbulkan akibat hukum apa pun. Anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang 
berada di bawah pengampuan memerlukan seseorang yang dapat membantu mereka 
24 
 
dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka sendiri 
maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri 
mereka. Dalam kaitan inilah Islam mengemukakan konsep al-wilayah, sebagai 
pembantu orang-orang yang masih dalam status ahliyyah al-wujub. Dari sudut ini 
wilaya sama dengan pengganti atau wakil dalam bertindak hukum.
29
 
a. Orang-Orang yang Berhak Menjadi Wali 
 Pada prinsipnya, seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa 
berorientasi kepada pemeliharaan  dan kemaslahatan orang yang ada di bawah 
pengampuannya. Namun, karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan 
yang cukup rumit, maka hukum syara’  mengunjutkan agar yang menjadi wali adalah 
berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah dan pamannya: karena kedua 
orang ini diperkirakan dapat memikul tanggung jawabnya secara penuh. Dalam 
menetapkan siapa yang berhak menjadi wali, ulama fikih membagi wali sesuai 
dengan objek perwalian, seperti perwalian adalah masalah jiwa (pribadi orang berada 
di bawah pengampuan). Dalam perspektif Syafi`iyah penetapan perwalian (khususnya 
wali nikah) diprioritaskan kepada kaum kerabat yang bersangkutan, kemudian baru 
berpindah pada wala`ashabah  (seperti anak-anak saudara, anak paman) dan qadhi 
(hakim). Dari kerabat yaitu: 
1) Ayah  
2) Kakek 
3) Saudara laki-laki kandung 
4) Saudara laki-laki seayah 
5) Anak saudara laki-laki kandung 
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6) Paman (saudara ayah) kandung 
7) Paman seayah 
8) Anak paman kandung/seayah.30 
Lebih jauh Mazhab Syafi’iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang 
berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak 
menerima kewarisan. Apabila ayah tidak ada, maka kakek oun dapat diberi tugas 
perwalian ini, baik terhadap urusan pribadi maupun urusan harta anak yang diwakili. 
Dengan demikian, maka yang menjadi wali sebaiknya orang yang terdekat dengan 
orang yang diwakili; persis seperti kerabat dekat yang dibahas dalam persoalan ahli 
waris. Jika orang terdekat laki-laki tidak ada, maka hak perwalian dalam urusan-
urusan pribadi bias ditangani pihak ibu. Akan tetapi, perwalian dalam masalah harta, 
jika orang yang berstatus ahliyyah al-wujub telah meninggal dunia, maka wewenang 
perwalian hanya akan berpindah tangan kepada orang yang diberi wasiat oleh 
almarhum, tanpa mempersoalkan apakah yang ditunjuk itu laki-laki atau perempuan. 
Dalam kasus yang disebutkan terakhir, wewenang perwalian berubah nama menjadi 
wisayah (orang yang diberi wasiat untuk mengelola harta orang yang ada di bawah 
pengampuan ini). 
Dalam fikih, konsep perwalian (khususnya wali nikah) pada dasarnya 
mengikuti konsep ashabah, orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang 
berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara, paman, 
keponakan, dan seterusnya. 
Konsep perwalian di kalangan fikih empat mazhab, kecuali Abu Hanifah 
tampaknya ada persamaan, mereka bersepakat bahwa hak perwalian hanya 
                                                           
30Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, h. 157.  
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diperuntukkan bagi laki-laki. Dalam menentukan persyaratan laki-laki dalam 
perwalian, para ahli fikih biasanya mengambil dasar Surat an-Nisa’ ayat 34 
sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Syihab al-Din al-Qalyubi. Sedangkan 
menurut Montgomery Watt, konsep perwalian dari garis keturunan laki-laki 
merupakan tradisi Arab-Mekah yang diadopsi ke dalam sistem legalisme Islam. 
Berdasarkan pernyataan itu bias saja konsep perwalian dari garis laki-laki tersebut 
merupakan pelanggengan fikih Islam terhadap konsep perwalian yang diadopsi dari 
budaya masyarakat Arab-Mekah yang patriarkhis sebab dalam Al-Qur’an dan hadis, 
konsep perwalian seperti itu tidak pernah diungkapkan secara eksplisit.
31
 
b. Syarat-syarat wali 
 Ulama fikih mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 
seseorang agar ia dapat dijadikan wali (sama dengan persyaratan wali dalam 
hadhanah) bagi orang-orang yang tidak tau belum cakap bertindak hukum. Syarat-
syarat dimaksud adalah: 
1) Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Oleh karena itu anak 
kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang dungu tidak bias di tunjuk 
sebagai wali. 
2) Agama wali sama dengan agama orang yang diamapunya, karena 
perwalian non-muslim terhadap muslim adalah tidak sah. 
3) Adil, dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan 
senantiasa memelihara kepribadiannya. 
4) Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara 
amanat, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan 
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orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang 
amanat, maka tidak sah menjadi wali. 
5) Wali senantiasa bertindak untuk kemaslahatan orang yang diampunya, 
sesuai dengan Firman Allah swt. Dalam surat al-An’am/6: 154 yang artinya: 
“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 
bermanfaat”. Oleh karena itu, seorang wali tidak boleh melakukan suatu 
tindakan hukum yang hanya mengandung kemudaratan, seperti menghibahkan 
atau mewakafkan harta orang yang diampunya, dan menjatuhkan talak orang 




2. Faktor-faktor yang menyebabkan wali lalai dalam melakukan 
kewajibannya 
Factor-faktor yang menyebabkan wali belum melakukan kewajiban (membuat 
daftar harta anak dan mencatatnya, dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap anak 
yang berada dibawah perwaliannya karena beberapa hal. Pertama, faktor interen 
(factor penyebab yang berasal dari dalam diri wali itu sendiri). Faktor ini terjadi 
karena adanya anggapan dari  wali terhadap tidak pentingnya catatan harta anak yang 
berada dibawah perwaliannya. Wali menganggap tidak pentingnya pembuatan daftar 
harta anak tersebut karena menurutnya ketika di pengadilan ada hakim menjelaskan 
tanggung jawabnya dan kewajibannya tetapi menurutnya pencatatan itu tidak begitu 
penting, sebab dia tidak akan menggunakan uang itu. Kurangnya pengetahuan dari 
wali terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak di bawah 
perwaliannya, meskipun dia mendengar apa yang dibaca oleh hakim pada saat 
                                                           
32Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, h. 170.  
28 
 
permohonannya menjadi wali dikabulkan, namun karena pendidikannya rendah, 
maka dia tidak mengerti apa yang dibacakan oleh hakim, wali tersebut malu untuk 
bertanya. Pendapat wali yang menganggap bahwa anak yang berada dibawah 
perwaliannya memang belum bias diberikan hartanya meskipun dia sudah berusia 18 
tahun karena anak belum bias mengatur atau mengelola uang sendiri, karena adanya 
sifat boros dalam Sdiri anak tersebut. Kedua, factor eksternal (faktor yang berasal 
dari luar diri wali). Factor ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari intansi terkait 
terhadap aturan perwalian (penerapan sanksi dan sebagainya), rasa kekeluargaan yang 
tinggi dari anak untuk tidak melaporkan orang yang telah menjadi wali bagi dirinya 
apabila wali bertindak tidak baik terhadap diri dan hartanya, tidak jelasnya 
mekanisme pengawasan terhadap wali dan belum adanya lembaga pengawasan yang 




3. Perwalian Menurut KUH Perdata 
Landasan hukum tentang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan 
pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. 
Dalam KUH Perdata juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. 
Dalam Pasal 332 b )1( ditentukan bahwa : “perempuan bersuami tidak boleh 
menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika 
suami tidak memberikan izin, maka bantuan dari pendamping (bijstand) itu dapat 
digantikan dengan kekuasaan dari hakim. 
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Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata  
bahwa apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin 
dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, seperti pun apabila si perempuan 
tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima 
perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak 
melakukan segala tindakan – tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa 
pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan – tindakan itupun 
bertanggung jawab pula. 
Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdata juga mengatur 
tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam pasal 355 ayat KUH 
Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali. Tetapi 
berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan 
hukum harus diperintahkan oleh pengadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan 
dalam pasal 365 a (1) KUH Perdata bahwa dalam hal badan hukum diserahi 
perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan 
putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan.
34
 
C. Hukum  Islam 
1. Pengertian Hukum Islam  
Hukum Islam merupakan sebuah istilah yang sangat popular di Indonesia 
khususnya dikalangan umat Islam. Istilah ini hanya dikenal di kalangan masyarakat 
Indonesia. Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata yaitu “ hukum” dan 
“Islam”. Hukum dalam bahasa inggris biasa digunakan istilah “law” yang menurut 
Lawrence M. Friedman adalah: 
                                                           








Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, hukum memiliki arti antara lain: 
a. Peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh 
penugas atau pemerintah. 




 Berdasarkan pengertian-pengertian hukum di atas, secara sederhana, bias 
dikatakan bahwa hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran Islam 
yang biasa disepadankan sebagai istilah “syariat” dan “fikih”. Pemakaian kedua 
istilah ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Indonesia cenderung 
disamakan, padahal keduanya memiliki perbedaan.
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Jelaslah bahwa istilah hukum Islam erat kaitannya dengan istilah syariah dan 
fikih. Ahmad Rofiq menilai bahwa istilah hukum Islam merupakan istilah khas 
Indonesia sebagai terjemahan dari al-Fiqh al-Islami atau al- yari’at al-Islami yang 
perkenannya sangat besar pada al-fiqh al-Islami. Jika di bawah ke konteks Indonesia, 
dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari 
wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, 
keputusan pengadilan dan Undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan oleh 
umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia adalah aturan-
                                                           
35Henry Campble Black, Black’s Law Dictionary ) Revised Fourth Edition), Minnesota: West 
Publishing,1968, h.1733 
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aturan berdasarkan nash atau prinsip-prinsip nas yang dirumuskan oleh pihak-pihak 
berkompeten dengan sesuai kondisi masyarakat Indonesia untuk menjadi pedoman 
bagi umat Islam di Indonesia, baik dalam bentuk Undang-undang, fikih, fatwa 
maupun dalam bentuk yurisprudensi.
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Pembaruan hukum Islam dalam istilah “pembaruan” adalah istilah yang sudah 
lazim dalam kajian pemikiran Islam. Di samping istilah ini, istilah-istilah lain yang 
dianggap sepadan atau sering digunakan dalam konteks pembaruan adalah “tajdid 
dan reformasi.” Penggunaan istilah-istilah ini dalam kajian pemikiran Islam adalah 
untuk menggambarkan sebuah proses pengembangan terhadap pemikiran-pemikiran 
yang telah ada karena adanya perkembangan yang terjadi di masyarakat. 
Menurut Harun Nasution, pembaruan dalam Islam diperlukan untuk 
menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang 
ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 
Adapun pembaharuan hukum islam menurut Abdul Manan, dapat diartikan 
sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh 
pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum 
Islam (mujtahid), melalui cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah 
istinbat hukum, agar hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
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Islam sebagai agama universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Alquran 
menyatakan sendiri bahwa ajaran Islam berlaku untuk semua umat manusia. Oleh 
karena itu, Islam seharusnya diterima manusia, tanpa harus ada pertentangan dengan 
situasi dan kondisi di mana manusia itu berada. Islam dapat berhadapan dengan  
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masyarakat modern sebagaimana ia dapat berhadapan dengan masyarakat tradisional. 
Ketika berhadapan dengan masyarakat modern dengan tantangan modernitas, maka 
perlu dijelaskan tentang sifat dari jaran Islam. Bahkan ada sinyalemen yang 
menggugat kesiapan Islam menghadapi tantangan zaman dan hal itu selalu 
dipertanyakan oleh pemikir muslim kontemporer.
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Pada dasarnya ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok ajaran. 
Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah 
dan tidak dapat diubah. Termasuk di dalamnya adalah yang tercantum dalam Alquran  
dan hadis mutawatir yang menunjukkannya telah jelas. Kedua, ajaran Islam yang 
bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen, dapat berubah dan diubah. 
Termasuk kelompok ajaran ini ialah ajaran Islam yang dihasilkan dari proses ijtihad. 
Akal merupakan prasyarat adanya manusia hakiki. Artinya bahwa manusia 
belum dipandang sebagaimana layaknya manusia, jika belum sempurna akalnya. Oleh 
karena itu, syariat Islam hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal. Hal ini sangat 
penting, karena akal merupakan kemampuan pemikiran fenomena-fenomena, 




Al-Qur’an adalah kalam Allah dan diterima langsung oleh Rasulullah dalam 
bentuk makna-maknanya dari Allah swt. Dengan cara ditetapkan dalam hati beliau, 
sehingga beliau tersibgah (termaktub) dalam perkataannya, yang dalam tingkat 
kemanusiaan paling tinggi. Meskipun demikian, manusia dala memahami wahyu 
tidak akan mencapai taraf pemahaman yang sama. Hal ini sangat terkait dengan 
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kondisi dan situasinya, juga disebabkan oleh nash-nash itu sendiri dan kualitasnya 
masing-masing atau karena adanya maksud-maksud Ilahi, yang mempola nash-nash 
kedalam format yang eksternal, melihat posisi rasio dan merangsang pola 
interaksinya. 
Adapun sababnya, rasio akan tetap dirangsang untuk menelaah nash-nash 
wahyu demi menggali hukum-hukum yang tersirat di dalamnya. Kondisi semacam ini 
dimaksudkan agar dapat menyingkap maksud-maksud Ilahi yang tersirat. Agar 
optimalisasi akal atau rasio dapat dilaksanakan, maka akal atau rasio harus 
berlandaskan pada asas yang dapat mengantarkan menuju tingkat pemahaman. Asas 
tersebut, secara umum dikembalikan kepada faktor karakteristik wahyu atau kepada 
karakteristik akal. Ketimpangan yang terjadi pada asas, akan memberikan efek 
kepada sisi ketimpangan dalam segi pemahaman. Selanjutnya, secara otomatis akan 
mengakibatkan ketimpangan dalam memahami maksud-maksud Ilahi.
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2. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia 
Mengkaji perkembangan Islam di Indonesia tidak bias dilepaskan dari 
penelitian terhadap perkembangan hukum Islam itu sendiri sejak abad ke-7 M yang 
lalu. Dinamika hukum Islam yang terjadi di dunia Islam juga berpengaruh terhadap 
perkembangan dan dinamika hukum Islam di Indonesia. Sebagai contoh, 
berkembangnya mazhab Syafi’i dalam masyarakat Islam Indonesia tidak terlepas dari 
pengaruh daerah asal kedatangan Islam yang memang bermazhab Syafi’i. lalu, ketika 
muncul wacana penutupan pintu ijtihad oleh sebagian ulama yang menghendaki 
kemapanan dalam soal politik umat Islam, sebagian ulama Indonesia juga 
menerimanya sebagai suatu kebenaran. 
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Demikian pula, ketika pada masa modern timbul suara yang menggugat 
pendapat tersebut dan menyerukan ijtihad, hal ini direspon oleh ulama Indonesia 
sehingga menimbulkan ketegangan. Di satu sisi, pihak yang ingin mempertahankan 
kemapanan pendapat imam mazhab masa lalu memandang pendapat-pendapat lama 
sebagai suatu  kemestian yang harus diikuti, karena merupakan bagian dari agama. 
Sementara di sisi lain, pihak yang ingin melakukan pembaruan menolak pandangan-
pandangan lama yang dianggap tidak mampu menjawab sebagai permasalahan 
kontemporer yang dihadapi umat Islam.
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Sebelum menguraikan sejarah dan perkembangan hukum Islam, ada baiknya 
terlebih dahulu dipaparkan pengertian hukum Islam, sehingga terdapat pemahaman 
yang baik tentang hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam terdiri dari rangkaian kata 
“hukum” dan “Islam”. Secara tegas memang tidak ada penyebutan kata hukum Islam 
di dalam Al-Quran, meskipun kata hukum, baik dalam bentuk ma’rifah (definite) 
maupun nakirah (indefinite) disebutkan tidak kurang dari 25 kali di ayat Al-Quran. 
Dalam literature klasik tentang hukum Islam sendiri tidak ditemukan lafazh “hukum 
Islam”. Yang biasa digunakan adalah syari’at atau hukum syar’i. 44 
Dari pengertian ini dipahami bahwa hukum Islam sesunggunya bersifat elastis 
dan akomodatif terhadap perkembangan ruang dan waktu, sesuai dengan prinsip 
kemaslahatan. Dalam kajian ini, yang penulis maksudkan dengan hukum Islam 
adalah hukum fikih yang bersifat interpretable (dapat ditafsirkan) tersebut. 
Dalam perjalanannya selama lebih 14 abad, hukum Islam mengalami 
perkembangan dan dinamika. Para ahli berbeda dalam membagi periodisasi 
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perkembangan hukum Islam. Khudhary Beyk, dalam karyanya Tarikh al-Tasyri al-
Islamiy membagi ke dalam enam periode, yaitu : 1) periode Rasul Allah Saw.; 2) 
periode Sahabat besar hingga terakhir masa al-Khulafa’ al-Rasyidun; 3) periode 
Sahabat kecil hingga tabi’in yang berakhir pada akhir abad pertama Hijriya; 4) 
periode perkembangan hukum Islam menjadi satu disiplin ilmu keislaman yang 
ditandai dengan lahirnya imam-imam mujtahid, yang berakhir hingga abad ke-13 
Hijriyah; 5) periode perkembangan diskusi tentang hukum Islam dan lahirnya 
penulis-penulis besar yang berlangsung hingga kejatuhan Dinasti Bani Abbas 1258 
M/756 h; dan 6) periode taklid sejak runtuhnya Bani Abbas.
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3. Pembaharuan hukum Islam sebagai kebutuhan 
 Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas sebelumnya perlu dipahami 
bahwa hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi: pertama, 
sebagai control sosial (social control); dan kedua, sebagai nilai baru dan proses 
perubahan sosial (social change). Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan 
sebagai blue print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus 
sebagai social enggineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. 
Sementara yang kedua, hukum Islam lebih merupakan produk sejarah yang dalam 
batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, 
budaya, dan politik. Oleh karna itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut 
akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. 
Sebab kalau tidak, besar kemungkinan, hukum Islam akan mengalami kemandulan 
fungsi, atau meminjam istilah Abddurrahman Wahid, fosilisasi, bagi kepentingan 
umat. Karena itu apabila para ahli hukum tidak memiliki kesanggupan atau 
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keberanian untuk mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan 
mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan kualitasnya.
46
 
 Dengan demikian, hukum Islam bukanlah sistem yang ajek dan hanya 
memiliki satu standar kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Hukum Islam tumbuh 
dan berkembang melalui proses evolusi yang sangat panjang mulai tahun pertama 
kenabian hingga sekarang. Atau dengan kata lain, apa yang kita pahami dengan 
hukum Islam pada saat ini disadari atau tidak benarnya merupakan pembakuan dan 
pemberlakuan yang sebelumnya telah mengalami proses kritik dan dinamika sosial 
kultural sendiri.  Lebih menukik lagi apa yang dikatakan oleh Abdullahi Ahmed An-
Na’im: pertama, hukum Islam itu bukanlah Islam itu sendiri, tetapi ia hanya semata-
mata merupakan hasil interprestasi pada yuris pada sumber-sumber utama ajaran 
islam (Alquran dan al-Sunnah); dan kedua, apa yang kita anggap sebagai hukum 
Islam itu merupakan produk pemahaman manusia tentang sumber-sumber Islam 
dalam konteks sejarah sejak abad ketujuh sampai kesembilan. Selama periode 
tersebut menurut An-Na’im, para ahli hukum Islam telah menafsirkan al-Qur’an dan 
sumber-sumber lain dalam rangka mengembangkan suatu sistem syariah yang 
komprehensif dan koheren sebagai  petunjuk bagi kaum muslim.
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4. Kedudukan dan pelaksanaan hukum Islam 
 Kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, tidak hanya 
secara umum ada dalam pasal 20 atau 24 UUD 1945 (di samping hukum-hukum 
lainnya), tetapi secara khusus tercantum dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Di dalam 
pasal 29 ayat (1) UUD 1945 itu jelas disebutkan bahwa negara Indonesia berdasar 
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut almarhum Profesor Hazairin, kaidah 
fundamental dalam pasal 29 ayat (1) dapat ditafsirkan dalam enam kemungkinan. 
Tiga di antaranya yang relevan dengan pembicaraan ini, intinya adalah: 
a. Dalam Negara Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang 
bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di 
tanah air kita. 
b. Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau 
untuk menjalankan syari’at itu memerlukan bantuan kekuasaan Negara. 
c. Syaria’at yang tidak memerlukan kekuasaan Negara untuk melaksanakannya 
karena dapat dijalani sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan 
(seperti shalat dan puasa bagi umat Islam).
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Dalam politik pembangunan hukum Nasional, kedudukan hukum Islam itu 
juga jelas dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dab rencana pembangunan lima 
tahun bidang hukum. Juga dapat diikuti dari pernyataan Menteri Kehakiman, sebagai 
pemegang kebijaksanaan politik hukum di Negara Republik Indonesia ini.   
Karena hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta 
membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupan, 
maka jalan terbaik yang akan ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah adanya 
transformasi norma-norma hukum Islam kedalam hukum Nasional; sepanjang ia 
sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan relevan dengan 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Adapun jenis dan lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian tentang 
analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perwalian berdasarkan 
Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PN.PKJ dalam pendekatan hukum Islam, yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu field research 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan 
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pada mulanya metode penelitian 
kualitatif  hanya digunakan dalam etnografi, namun dalam perkembangannya 
kemudian, metode ini banyak diterapkan dalam melakukan penelitian dari berbagai 
disiplin ilmu, seperti sosiologi, patologi kedokteran, hukum, politik dan sebagainya.
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2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian di pengadilan Negeri Pangkajene, karena kasus dalam 
penetapan perwalian merupakan kasus yang secara statistik sering terjadi di wilayah 
kerja pengadilan Negeri Pangkajene. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, 
pendekatan sosiologis dan pendektan syar’i. Sebagaimana berikut: 
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1. Pendektan Yuridis Normatif 
Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.
50
  
2. Pendekatan Sosiologis yuridis 
Pendekatan sosiologis merupkan penelitian yang mengkaji hukum dalam 
penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. 
3. Pendektan Syar’i 
Pendekatan syar’i merupakan penelitian yang mengkaji nilai-nilai Islam 
(sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an dan hadist serta dalil-dalil hukum Islam 
lainnya). 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data sumber data berupa data 
primer dan data sekunder, yaitu: 
1.  Data  primer 
Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari 
lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pangkajene, khususnya tentang peranan 
pengadilan negeri pangkajene dalam penetapan perwalian. 
Adapun sumber data primer ini jumlahnya 2 orang informan. Dan 2 orang 
tersebut terdiri dari Humas dan hakim masing-masing seorang. Sebagaimana pada 
tabel berikut yaitu: 
 
                                                           


















1. Humas 1 orang - 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang menjadi rujukan kedua dari penelitian ini, 
adapun data sekunder tersebut ialah studi kepustakaan seperti buku-buku atau sumber 
bacaan lain yang relevan dengan penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagaimana berikut:  
1. Wawancara  
Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 
pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam 
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2. Observasi  
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya 
seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan 
seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata 
serta dibantu pancaindra lainnya.
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3. Dokumentasi  
Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 
cendera mata, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada 
ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-
hal yang pernah terjadi di waktu silam.
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E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ilmu sosial dikenal dengan dua jenis instrumen, yakni 
kuesioner dan pedoman wawancara atau interview guide. Kedua jenis penelitian 
instrument ini sama-sama bersifat daftar pertanyaan untuk menjaring serangkaian 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langka yang diambil peneliti 
selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul itu. 
Pengolahan dan analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam 
penelitian. Bagaimana berhasilnya aktivitas penelitian sebelumnya, jika pada 
pengolahan dan analisis data ini kurang dihayati dan dikerjakan dengan sungguh-
sungguh pasti hasilnya kurang memuaskan. Pada tahap inilah kemampuan ilmiah 
diuji, khususnya menyangkut analisis data. Melihat hasil pengumpulan data yang ada, 




G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data sangat penting dilakukan agar data yang diperoleh di 
lapangan pada saat penelitian dilakukan bisa dipertangguungjawabkan. Dalam  
ppenelitian ini, penggujian keaabsahan data dilakukan dengan teknik tiangulasi. 
Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu dan  jenis data 
(misalnya, lembar observasi dan transkip wawancara ) dalam deskripsi dan tema-tema 
dalam penelitian kualitatif.56 Teknik triangulasi triangulasi yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber. 
Teknik tirangulasi dalam penelittian ini dilakukan dengan cara membandingkan data 
dari hasil wawancara dengan hasil observasi, hasil observasi dengan hasil 
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dokumentasi, serta hasil dokumentasi dengan hasil wawancara yang berkaitan dengan 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Sebelum Perang Dunia II daerah Kabupaten dati II Pangkajene dan Kepulauan 
yang Ibu kotanya disebut Pangkajene, belum terbentuk Pengadilan Negeri oleh 
karena pada waktu itu Daerah Pangkajene masuk dalam wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar (sekarang Kotamadya makassar) dan Pengadilan Negerinya disebut 
“Landraad” Makassar. Pada Tahun 1943 semasa Pemerintahan Jepang barulah 
Pengadilan Negeri Pangkajene terbentuk dengan Bantuan Masyarakat setempat, 
menempati Kantor yang bersifat sementara atau pinjaman yang berlokasi di Ibukota 
Kabupaten Daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan dengan Ketuanya yang 
Pertama Bernama : Thio Tjong Goon dengan jumlah Pegawai sebanyak 7 Orang. 
Bahwa dalam situasi dan kondisi Daerah yang Masih serba Kekurangan maka 
Pengadilan Negeri Pangkajene sering berpindah-pindah kantor disekitar kota 
Pangkajene, bahkan Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene pernah Berkantor di 
Asrama Polisi Pangkajene. 
Bahwa pada tahun anggaran 1972/1973, barulah Pengadilan Negeri 
Pangkajene memiliki gedung permanent yang kini sudah rusak berat dan di tempati 
pegawai Pengadilan Negeri Pangkajene setelah itu di bangun Gedung Kantor 
Pengadilan yang berlantai dua pada tahun 1985 yang berlokasi di Jl. Sultan 
Hasanuddin No. 38 Pangkajene yang di Resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 
Ujung Pandang H.Soekotjo, S.H. pada tanggal 5 Mei 1986. Bahwa pada Tahun 
Anggaran 1991/1992 Pengadilan Negeri Pangkajene mendapat tambahan gedung 
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Kantor Untuk Ruangan Panitera Pengganti dan ruangan Arsip, sehingga Kantor 
Pengadilan Negeri Pangkajene pada saat itu telah dapat menampung penataan yang 
cukup memadai terhadap para Pegawai. Bahwa pada Tahun aggaran 2002, 
Pengadilan Negeri Pangkajene mendapat tambahan gedung Kantor untuk Ruangan 
Pertemuan Dharmayukti, Ruang Koperasi dan Ruang Mushallah.  
Adapun visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkajene adalah sebagai berikut, 
yaitu: 
1. Visi Pengadilan Negeri Pangkajene 
Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, 
efektif, efisien dan mendapatkan kepercayaan public, professional dan member 
pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi 
masyarakat serta mampu menjawab panggilan  pelayanan public. 
2. Misi Pengadilan Negeri Pangkajene 
a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta 
memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan 
pihak lain. 
c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat 
d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati. 






Pengadilan Negeri Pangkajene dipilih sebagai lokasi penelitian karena 
terdapat putusan yang sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu penetapan perwalian 
berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ. 
B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perwalian (Putusan 
Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ) 
Hakim ketika memeriksa, mengadili, memutuskan dan menetapkan perkara 
yang diajukan kepadanya  maka harus mendengar dan memperhatikan keterangan 
pihak-pihak terkait dengan saksama sehingga pada menetapkan suatu putusan 
berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum, yaitu nilai 
kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. 
Pada penelitian ini diuraikan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim 
dalam penetapan perwalian berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PN.PKJ, 
maksudnya penelitian ini mengurai apakah pertimbangan hakim dalam penetapan 
perwalian berdasarkan putusan tersebut telah atau belum memenuhi nilai-nilai 
hukum. 
Perkara berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PN.PKJ diajukan 
tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 24 Agustus 2016 dibawah Register No. 
27/Pdt.p/2016/PN.PKJ, pemohon yang bernama Nursia Dg. Intang mengajukan 
permohonan berupa menetapkan pemohon sebagai wali dari Risal (cucu pemohon) 
dalam rangka melamar/mendaftar pekerjaan di kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan sebagai Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut, 
Angkatan Udara) atau sebagai Polisi Republik Indonesia, sebagai Pegawai Negeri 
47 
 
Sipil, atau sebagai Karyawan Badan Usaha Negara. Permohonan perwalian tersebut 
dimaksudkan agar mempermudah proses administratif dalam mendaftar pekerjaan.  
Hakim pun menetapkan bahwa mengabulkan permohonan pemohon, 
menetapkan bahwa nama Nursia Dg. Intang merupakan wali khusus dengan kata lain 
perwalian ini hanya dapat dipergunakan khusus sebagai persyaratan dalam rangka 
mengikuti pendaftaran dalam seleksi penerimaan calon Tentara Nasional Indonesia 
(Angkatan darat, Angkatan laut, Angkatan Udara) atau sebagai Polisi Republik 
Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Karyawan Badan Usaha Negara 
di Makassar.  
Secara umum terdapat kemungkinan hakim tidak mengabulkan permohonan 
penetapan perwalian ketika pemohon tidak membuktikan atau memberikan urgensi 
pada saat pemohon mengajukan permohonan.
56
 Namun dalam Putusan Nomor: 
27/Pdt.p/2016/PN.PKJ, pemohon dapat membuktikan dan memberikan urgensi 
terhadap penetapan perwalian yang diajukan oleh pemohon. Hal ini dapat diketahui 
berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan nomor putusan tersebut.   
Adapun pertimbangan hakim dalam penetapan putusan tersebut yaitu:  
1. Bukti yang diajukan pemohon yaitu P-1 s/d P-10 dinyatakan sah untuk 
dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini. Adapun P-1 s/d P-10, 
yaitu: 
a. Bukti P-1 berupa asli surat kuasa perwalian tertanggal 10 Agustus 2015; 
b. Bukti P-2 berupa photocopy kutipan akta kelahiran Nomor : 7310-LT-07082015- 
c. 0043 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan; 
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d. Bukti P-3 berupa photocopy kartu tanda penduduk Nomor NIK: 
7405010707730001 tanggal 03 Desember 2012 atas nama  Ismail; 
e. Bukti P-4 berupa photocopy kartu tanda penduduk Nomor NIK: 
7405016707730001 tanggal 03 Desember 2012 atas nama Sayana; 
f. Bukti P-5 berupa photocopy kartu tanda penduduk Nomor NIK: 
7310100207970003 tanggal 10 Agustus 2015 atas nama Risal; 
g. Bukti P-6 berupa photocopy kartu tanda penduduk Nomor NIK: 
7310104507580002 tanggal 26 April 2012 atas nama Nursia Dg.Intang; 
h. Bukti P-7 berupa photocopy kartu tanda penduduk Nomor NIK: 
7310100711500002 tanggal 26 April 2012 atas nama Ambo Rappe Dg.Toro; 
i. Bukti P-8 berupa photocopy kartu keluarga No.7405010908160002 atas nama 
Kepala Keluarga Ismail dikeluarkan tanggal 09 Agustus 2016; 
j. Bukti P-9 berupa photocopy kartu keluarga No. 7310102901050230 atas nama 
Kepala Keluarga Ambo Rappe Dg.Toro dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2015; 
k. Bukti P-10 berupa photocopy kartu Ijazah Madrsah Aliyah Program Ilmu 
Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2014/2015 Nomor 
MA.040/23.05/pp.01.1/028/2015, tertanggal 15 Mei 2015; 
2. Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan 
keterangannya di persidangan di bawah sumpah maka bukti saksi tersebut 
dinyatakan sah. Berikut pernyataan yang diuraikan oleh para saksi yaitu: 
a. Saksi I  (H. Nawir) 




1) Saksi mengenal dengan pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh    
dengan pemohon; 
2) Bahwa pemohon bertempat tinggal di Banggae, RT/RW. 003/003, Kelurahan 
Bonto Langkasa, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan; 
3) Bahwa saksi sudah mengenal pemohon dan tidak mempunyai hubungan 
keluarga dengan pemohon; 
4) Bahwa pemohon adalah nenek dari Risal dan pemohon adalah orang tua dari 
ayah Risal; 
5) Bahwa ayah kandung Risal bernama Ismail dan ibu kandungnya bernama 
Sayana; 
6) Bahwa Risal tinggal bersama dengan pemohon sudah 1(satu) tahun yang lalu 
sampai dengan sekarang; 
7) Bahwa selama Risal tinggal bersama dengan pemohon, Risal diperlakukan 
sebagaimana layaknya anak sendiri oleh pemohon; 
8) Bahwa saksi mengetahui umur Risal sekarang 21 tahun; 
9) Bahwa sepengetahuan saksi cita-cita Risal memang ingin menjadi Tentara 
Nasional Indonesia (Angkatan darat, Angkatan laut, Angkatan udara) atau 
sebagai Polisi Republik Indonesia, sebagai Pegawai Sipil atau sebagai 
Karyawan Badan Usaha Negara; 
10) Bahwa sepengetahuan saksi orang tua kandung Risal tidak keberatan jika 
Risal mendaftarkan dirinya menjadi Tentara Nasional Indonesia (Angkatan 
darat, Angkatan laut, Angkatan udara) atau sebagai Polisi Republik Indonesia, 
sebagai Pegawai Sipil atau sebagai Karyawan Badan Usaha Negara; 
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11) Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai P-10; 
b. Saksi II (Rusdi Efendi) 
1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh 
dengan pemohon; 
2) Bahwa pemohon bertempat tinggal di Banggae, RT/RW. 003/003, Kelurahan 
Bonto Langkasa, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan; 
3) Bahwa pemohon adalah nenek dari Risal dan pemohon juga orang tua dari 
ayah Risal; 
4) Bahwa ayah kandung Risal bernama Ismail dan ibu kandungnya bernama 
Sayana; 
5) Bahwa Risal tinggal bersama dengan pemohon sudah 1(satu) tahun yang lalu 
sampai dengan sekarang; 
6) Bahwa selama Risal tinggal bersama dengan pemohon, Risal diperlakukan 
sebagaimana layaknya anak sendiri oleh pemohon; 
7) Bahwa saksi mengetahui umur Risal sekarang 21 tahun; 
8) Bahwa sepengetahuan saksi cita-cita Risal memang ingin menjadi Tentara 
Nasional Indonesia (Angkatan darat, Angkatan laut, Angkatan udara) atau 
sebagai Polisi Republik Indonesia, sebagai Pegawai Sipil atau sebagai 
Karyawan Badan Usaha Negara; 
9) Bahwa sepengetahuan saksi orang tua kandung Risal tidak keberatan jika 
Risal mendaftarkan dirinya menjadi Tentara Nasional Indonesia (Angkatan 
darat, Angkatan laut, Angkatan udara) atau sebagai Polisi Republik Indonesia, 
sebagai Pegawai Sipil atau sebagai Karyawan Badan Usaha Negara; 
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10) Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai P-10; 
3. Permohonan pemohon cukup beralasan; 
4. Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat dibuktikan dan 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berikut akan diuraikan analisis terhadap Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ 
apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai-nilai hukum, nilai kepastian 
hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. 
Pertama, nilai kepastian hukum. Nilai kepastian hukum maksudnya yaitu 
dalam menerapkan hukum harus bertumpuh pada pedoman yang pasti atau peraturan 
perundang-undangan.
57
 Sehingga dapat dipahami bahwa kepastian hukum bermakna 
tiada hukuman atau penetapan tanpa didasarkan peraturan perundang-undangan 
tertentu. 
Dalam pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ 
salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh 
pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga 
menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum ditetapkannya bahwa permohonan 
pemohon dikabulkan. 
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu setiap peraturan 
perundang-undangan yang ada dan secara khusus yaitu KUHPerdata, RBg, Surat 
keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Februari 2003. 
Selain itu, dalam pemeriksaan persidangan majelis Hakim terkhusus dalam 
memeriksa barang bukti memperhatikan unsur legalitas (keabsahan) barang bukti, hal 
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ini dapat diketahui dari; majelis Hakim dalam memeriksa bukti surat berupa P-1 s/d 
P-10, berupa foto copy yang telah ditempel materai yang cukup dan dicocokkan oleh 
majelis Hakim dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya; dan dua orang saksi yang 
diajukan oleh pemohon disumpah sebelum memberi kesaksian dalam pemeriksaan 
persidangan, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut dianggap legal atau sah. 
Sehingga Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ memenuhi nilai kepastian 
hukum, karna dalil-dalil permohonan yang ajukan oleh pemohon dapat dibuktikan 
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Kedua, nilai keadilan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, yaitu 
keadilan distributive dan kumulatif.
58
 Keadilan distributive maksudnya yaitu merujuk 
pada adanya persamaan di antara manusia berdasarkan atas prinsip proportionalities. 
Sedangkan, keadilan kumulatif yaitu terdapat pada hubungan yang bersifat 
koordinatif di antara para pihak. 
Dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ yaitu 
permohonan pemohon cukup beralasan dan  dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon 
dapat dibuktikan. Permohonan pemohon cukup beralasan maksudnya, alasan 
pemohon yaitu pemohon yang merupakan nenek Risal akan diangkat menjadi wali 
cucunya tersebut dengan alasan agar Risal dalam pendaftaran pekerjaan lebih mudah 
dalam pengurusan administratif. Sedangkan, dalil-dalil yang dikemukakan oleh 
pemohon  dapat dibuktikan hal ini dapat diketahui berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-2 
dan dua orang saksi yang diajukan. 
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Dari kedua pertimbangan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan 
Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ telah memenuhi nilai keadilan. Karena hakim dalam 
menetapkan putusannya memeriksa, mengadili dan menetapkan Putusan Nomor: 
27/Pdt.p/2016/PKJ dengan perlakuan yang sama dengan kasus yang sejenis (keadilan 
distributive) dan hakim mengabulkan permohonan pemohon karena alasan 
permohonan pemohon cukup beralasan dan dalil-dalil yang diajukan dapat dibuktikan 
(keadilan kumulatif). 
Ketiga, nilai kemanfaatan. Utilities theory beranggapan bahwa hukum 
semata-mata mengujudkan hal yang bermanfaat bagi setiap subjek hukum.
59
 Pada 
Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ telah memenuhi nilai kemanfaatan. Hal ini dapat 
diketahui berdasarkan pertimbangan hakim yaitu permohonan pemohon cukup 
beralasan berupa penetapan perwalian diajukan kepada pengadilan agar memperoleh 
penetapan perwalian agar mempermudah pengurusan administrasi dalam hal 
dipergunakan khusus sebagai persyaratan dalam rangka mengikuti pendaftaran dalam 
seleksi penerimaan calon Tentara Nasional Indonesia (Angkatan darat, Angkatan laut, 
Angkatan Udara) atau sebagai Polisi Republik Indonesia, sebagai Pegawai Negeri 
Sipil atau sebagai Karyawan Badan Usaha Negara di Makassar. 
Selain itu, terpenuhinya nilai kemanfaatan dalam Putusan Nomor: 
27/Pdt.p/2016/PKJ dapat diketahui dari penyataan Andi Imran Makulau sebagai Humas 
pengadilan Negeri Pangkajene yaitu, “berjauhannya antara termohon dari orang tua 
termohon serta dengan perwalian pemohon dapat mendampingi termohon setiap saat 
dan pendaftaran pekerjaan lebih  mudah”. 
                                                           




Sehingga Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ telah memenuhi nilai keadilan, 
nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa hakim 
dalam putusannya harus memerhatikan nilai kepastian hukum (filosofis), nilai 
kemamfaatan (sosiologis) dan nilai kepastian hukum (positivisme) agar setiap 
putusan memberi rasa adil, mamfaat dan implementasi dari supermasi hukum.  
C. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perwalian 
berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ dalam Pendekatan Hukum 
Islam 
Perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas 
dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas 
ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang 
berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya, dengan kata lain perwalian 
merupakan kewenangan seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang 
yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak 
yatim, dan orang yang belum cakap dalam bertindak hukum. 
Sehingga dapat dipahami bahwa perwalian berdasarkan Putusan Nomor: 
27/Pdt.p/2016/PKJ, Pemohon bertindak sebagai pihak yang berwenang dalam 
mendampingi atau memberikan jaminan ketika pihak yang diberikan perlindungan 
melakukan tindakan hukum. Pada putusan tersebut pemohon (nenek termohon) dan 
termohon (cucu pemohon) memiliki hubungan hukum perwalian khusus, maksudnya 
perwalian tersebut hanya digunakan sebagai perwalian dalam pendaftaran pekerjaan. 
Pada Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ, wali telah memenuhi syarat-syarat 
perwalian yang ditentukan dalam hukum Islam dimana pemohon telah balig dan 
berakal, agama wali sama dengan agama orang yang diamapunya yaitu Islam, dan 
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wali bersedia menerima dan bertanggungjawab terhadap penetapan perwalian yang 
diajukan kepada peradilan umum serta pemohon dan termohon telah tinggal bersama 
selama setahun, dimana pemohon memperlakukan dengan baik termohon. 
Dalam perwalian menurut hukum Islam salah dasar hukumnya merujuk pada 
firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa/4: 2. 
 
                                 
          
Terjemahannya: 
 
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, 
jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan 
harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan 
memakan) itu, adalah dosa yang besar.
60
 
Pada ayat tersebut berbicara tentang siapa yang harus dipelihara hak-haknya 
dalam rangka bertakwa kepada Allah swt. Tentu saja yang utama harus dipelihara 
hak-haknya yaitu pihak yang paling lemah. Pihak yang paling lemah salah satunya 
yaitu anak yang belum dewasa yang telah meninggal ayahnya, yakni anak-anak 
yatim. Karena itu yang pertama diingatkan adalah tentang mereka. Ayat ini 
memerintahkan kapada para wali, “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta 
mereka” yakni peliharalah harta anak yang belum dewasa yang telah meninggal 
ayahnya, yang berada dalam tangan kamu, atau berikanlah harta milik anak-anak 
yang tadinya yatim dan kini telah dewasa dan jangan kamu dengan sengaja dan 
sungguh-sumgguh sebagaimana dipahami dari penambahan huruf ta’ pada kata 
tatabaddalu/menukar dengan mengambil harta anak yatim yang buruk, yakni yang 
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haram dan mengambil yang baik untuk harta kamu, yakni yang halal, dan jangan 
juga kamu makan, yakni gunakan atau manfaatkan secara tidak wajar harta mereka 
didorong oleh keinginan menggabungkan bersama harta kamu. Sesungguhnya itu, 
yakni semua yang dilarang, diatas adalah dosa dan kebinasaan yang besar.
61
 Sehingga 
dapat dipahami bahwa seorang wali harus menjaga atau memelihara orang yang 
paling lemah atau orang yang berada dibawa perwaliannya untuk menjaga hak-hak 
dan harta anak tersebut. 
Pada Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ termohon dalam permohonan 
perwalian bukan merupakan anak yatim. Namun hal tersebut tetap dibenarkan dalam 
perwalian karena illat perwalian bukan karena sifat yatim melainkan usai yang belum 
balig dan orang tua anak tidak mampu memenuhi hak-hak tertentu atau seluruhnya 
terhadap anak.  
Namun berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ termohon telah 
berusia 21 tahun dengan kata lain telah balig (hanya saja dalam Kitab Undang-
Undang Perdata usia cakap hukum yaitu 22 tahun) sehingga termohon tidak dapat 
lagi menerima perwalian menurut hukum Islam. Hanya saja perwalian berdasarkan 
Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ memenuhi illat bahwa perwalian dapat terjadi 
karena orang tua anak tidak mampu memenuhi hak-hak tertentu atau seluruhnya, 
dimana kedudukan domisili orang tua termohon menyusahkan termohon dalam 
pendaftaran pekerjaan sebagai calon Tentara Nasional Indonesia (Angkatan darat, 
Angkatan laut, Angkatan Udara) atau sebagai Polisi Republik Indonesia, sebagai 
Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Karyawan Badan Usaha Negara di Makassar. 
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Sehingga Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ tidak memenuhi syarat 
perwalian dalam hukum Islam yaitu termohon telah memasuki usia dewasa atau telah 










 PENUTUP  
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini, 
yaitu: 
1. Pertimbangan hakim dalam memenuhi penetapan perwalian Putusan Nomor: 
27/Pdt.p/2016/PKJ telah memenuhi nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan 
nilai kepastian hukum. Terpenuhinya nilai kemanfaatan karena dengan 
keluarnya putusan tersebut akan mempermudah dalam mendaftarkan 
pekerjaan. Selain itu putusan tersebut memenuhi nilai keadilan karena dalam 
putusan yang ditetapkan hakim mengabulkan permintaan pemohon 
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan bukti-bukti tersebut dapat 
dibuktikan. Sedangkan terpenuhinya nilai kepastian hukum dapat diketahui 
dari dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian berdasarkan Putusan 
Nomor: 27/Pdt.p/2016/PKJ perspektif hukum Islam tidak memenuhi syarat 
perwalian dalam hukum Islam yaitu termohon telah memasuki usia dewasa 
atau telah balig, dimana termohon telah berusia 21 tahun. Dimana dalam 
Islam ketika seseorang telah dewasa yaitu balig atau berumur 15 tahun telah 
cakap bertindak hukum secara mandiri atau dengan kata lain tidak perlu 







Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka implikasi penelitian ini, 
yaitu: 
1. Hakim dalam menetapkan putusan harus memperhatikan nilai-nilai hukum 
yaitu nilai kemamfaatan, nilai keadilan dan nilai kepastian hukum agar setiap 
putusan memberi rasa aman dan sejaterah bagi setiap orang yang berperkara. 
2. Ada baiknya pihak terkait dapat mengoreksi usia dewasa yang diatur dalam 
perundang-undangan agar terjadi keseragaman dalam penentuan usia dewasa 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Islam dapat menjadi 
salah satu referensi yang dijadikan sumber pertimbangan menetapkan batas 
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